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KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh .
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya sehingga Simposium Nasional V Asosiasi Ilmuwan Administrasi
Negara (AsIAN) Tahun 2015 ini dapat terselenggara dengan sukses.

Simposium Nasional V Asosiasi llmuwan Administrasi Negara (AstAN) Tahun 2015
merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi IImuwan
Administrasi Negara (AsIAN) bekerjasama dengan Jurusan limu Administrasi
Negeara. Fakuhas Hmu Sosial. Universitas Negert Padang dan Institut Pemerintahan
Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat. beserta Pusat Kajian Pelavanan
Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (Pus-P3M) FIS UNP. Simposium in1 dikemas
dalam tema: “Mnovasi dan Pembaharuan Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola
Pemerintahan Indonesia yang Baik™. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
banyak Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi melalui pengembangan
“program inovasi daerah” dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Pada gilirannyva aneka inovasi ini sevogyanya menjadi cikal
bakal dan inspirasi bagi Pemerintah untuk dapat melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik di segala level.

Berdasarkan pemikiran terscbut. Jurusan lImu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Asosiasi Hmuwan
Administrasi Negara (AsIAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus
Sumatera Barat menyelenggarakan Simposium Nasional. Bagi AslAN simposium
nasional ini adalah penyelenggaraan yang ke-V kalinya. Penekanan pembahasan
simposium terdiri dari aspek kebijakan publik, manajemen pemerintahan, keuangan
dan pembangunan, dan masalah sosial dan politik daerah. Dengan simposium ini
diharapkan terjadi wacana akademik dan diseminasi pemikiran serta tukar menukar
pengalaman di kalangan para pemangku kepentingan (stakeholders) administrasi
publik.

Simposium Nasional V AsIAN Tahun 2015 ini diharapkan mampu memberikan
manfaat dan konstribusi nyata bagi kemajuan bangsa ini di masa mendatang. Dalam
simposium ini, alhamdullilah terkumpul 34 makalah yang disumbangkan oleh 48
orang penulis dan telah direview oleh tim reviewer serta layak untuk masuk ke dalam
prosiding Simposium Nasional V Asosiasi Hmuwan Administrasi Negara (AsIAN)
tahun 2015 dan telah dipersentasikan dalam empat kelompok sesi paralel sesual
dengan sub-sub tema yang tersedia.

Pada kesempatan ini, kami selaku ketua pelaksana menyampaikan penghargaan
dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Negeri Padang,
pimpinan IPDN Kampus Sumatera Barat, pimpinan Fakultas Jimu Sosial UNP,
segenap pimpinan jurusan dan pimpinan prodi di Lingkungan FIS UNP. tim
reviewer, dan seluruh panitia pelaksana yang telah berusaha memaksimalkan dan
bekerjasama dengan baik hingga terlaksananya acara ini dengan sukses.

Wassalamu alaikum warahmatulah wabarakatuh.

Padang. 7 Agustus 2015
Panitia

Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
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DAMPAK PROGRAM BANTUAN PERKUATAN MODAL TERHADAP TINGKAT
MOTIVASI DAN KEPUASAN PKL DI KOTA PAYAKUMBUH

Syamsir
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
melalui kebijakan Pemko di Kota Payakumbuh, terutama yang berkaitan dengan: 1) implementasi program
bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh, 2) tingkat keberhasilan program bantuan perkuatan
modal bagi PKL di Kota Payakumbuh, dan 3) dampak program bantuan perkuatan modal terhadap tingkat
motivasi dan tingkat kepuasan PKL di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilaksanakan melalii pendekatan
kuantitatif dan kualitatif dan menggunakan metode field research. Pengumpulan data dilakukan melalui
penyebaran angket, wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada beberapa instansi
pemerintahan dan para PKL di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Analisis data kuantitatif dilakukan mclalui
analisis statistik deskriptif dalam bentuk frekuensi, persentase, dan mean (rata-rata). Sedangkan analisis data
kualitatif dilakukan melalui interactive model of analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)
implementasi program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh terindikasi masih berada dalam
kategori “cukup baik”; 2) tingkat keberhasilan program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh
juga masih berada dalam kategori “cukup baik™; dan 3) dampak program bantuan perkuatan modal terhadap
tingkat motivasi dan tingkat kepuasan PKL. di Kota Payakumbuh masih berada pada kategori cukup tinggi,

walaupun dalam beberapa aspek terindikasi tinggi, bahkan dalam aspek-aspek tertentu ada pula yang terindikasi
rendah.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Perkuatan Modal, Pergerakan Modal, Tingkat Motivasi, Tingkat
Kepuasan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang ~enderung merosot
selama hampir tiga dasawarsa ini di Indoresia telah
banyak menimbulkan masalah dalam berbagai sektor
kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial
eckonomi masyarakat. Kesulitan memperoleh
pekerjaan dan kehilangan pekerjaan akibat PHK
merupakan kenyataan yang banyak dirasakan oleh
masyarakat Indonesia. Pemecahan masalah paling
sederhana yang muncul dari pemikiran sekelompok
masyarakat kecil untuk bertahan hidup adalah
menjadi pedagang dalam skala kecil dengan cara
menjajakan berbagai . jenis barang dagangan,
makanan, atau minuman dalam skala kecil.
Kelompok masyarakat ini yang sekarang lebih
sering dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima
(PKL).

Profesi sebagai PKL memang sangat
dilematis. Di satu sisi profesi PKL merupakan
tempat menggantungkan harapan dan kebutuban
hidup sehari-hari. Namun di sisi lain sebagai

aktifitas usaha yang menggunakan ruang publik,
orang-orang yang berprofesi sebagai PKL seringkali
harus berhadapan dengan peraturan daerah setempat
yang pada umumnya melarang orang berjualan di
tempat-tempat  yang seharusnya digunakan oleh
masyarakat umum, seperti trotoar dan badan jalan,
sehingga penyitaan dalam operasi penertiban oleh
petugas merupakan sesuatu yang sangat ditakuti tapi
tidak bisa dihindari oleh PKL..

Mepurut Mulyanto (2007), krisis ekonomi
yang  berkepanjangan  menyebabkan tingkat
pendapatan masyarakat di Jawa Tengah inepurun
dan jumlah orang yang hidup di bawah garis
kemiskinan semakin meningkat. Krisis ekonomi
juga tclah menyebabkan penurunan produktivitas
perusahaan sehingga banyak terjadi pemutusan
hubungan kerja dan akhirnya meningkatkan
pengangguran. Untuk menanggulangi semakin
banyaknya pengangguran, pemberdayaan sektor
informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL),
sangat  diperlukan. Meskipun kasus  yang
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diungkapkan oleh Mulyanto adalah mengenai
kondisi di daerah Jawa Tengah, namun boleh jadi
kasus dan kondisi yang sama juga terjadi di hampir
seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota
Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

Besarnya potensi yang terdapat di balik
pertumbuhan sektor informal selama ini, termasuk
PKL, belum terprediksi dengan baik. Sementara
permasalahan sektor informal itu sendiri berkembang
seiring dengan kompleksitas migrasi dan urbanisasi
yang kian meningkat dari bari ke bari. Di beberapa
kota besar PK1. sering diidentikkan dengan masalah
kemacetan lalu lintas, karena kelompok pedagang ini
sering memanfaatkan trotoar sebagai media
berdagang. Kelompok ini pun seringkali diusir dan
dikejar petugas karena menggunakan lokasi
berdagang tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan.
Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat,
PKLL justu menjadi solusi mereka karena
menyediakan harga lebih miring. Hal ini membuat
pembersihan usaha mikro itu di lokasi-lokasi strategis
menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial.

Pada satu sisi, beberapa tahun yang lalu,
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan
UMKM telah menginstruksikan agar PKL diarahkan
dan dibina serta diberdayakan, karena dampaknya
terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat
dahsyat. Namun di sisi lain keberadaan para PKL
menjadi tidak nyaman manakala pemerintah daerah
sudah mulai menerapkan kebijakan yang
menyangkut masalah tata kota dan keindahannya.
Selanjuthya, stigma pegatif tentang keberadaan
sektor informal, dalam hal ini PKL, semakin kental
manakala muncul wacana keindahan kota, karena
kalau dilihat dari segi estetika lingkungan
keberadaan PKL ini terkesan semrawut dan kumuh
serta dianggap mengganggu keindahan kota,
sehingga keberadaan PKL di berbagai kawasan perlu
digusur ke tempat lain.

Salah satu upaya untuk mencari solusi dalam
mengatasi masalah PKL. yang dilematis ini maka
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan
UMKM (dulunya Kementerian Koperasi Perin-
dustrian dan Perdagangan-pen) telah meluncurkan
program Registrasi dan Bantvan Perkuatan Modal
bagi PKL di beberapa kota dan kabupaten di
provinsi Sumatera Barat, yang diikuti dengan
pembinaan para PKI. dengan berbagai pelatihan
dalam pengembangan usaha (Dinas Koperasi dan
PKM Sumatera Barat, 2009). Namun dalam
implementasinya, program bantuan perkuatan modal
ini tidaklah seefektif yang diharapkan. Muncul
beberapa indikasi bahwa program ini kurang tepat
sasaran, kurang efektif, kurang efisien, dan kurang
optimal dalam mendorong keberhasilan PKL dalam
berusaha, baik yang menyangkut dampak bantuan
perkuatan modal tersebut terbadap tingkat motivasi
PKL dalam berusaha maupun tingkat kepuasan PKL
terhadap program bantuan tersebut.

Program registrasi PKL dan pemberian
bantuan perkuatan modal PKL di provinsi Sumatera
Barat, termasuk di Kota Payakumbuh dimulai sejak
tahun 2008 sampai dengan 2014. Tujuan program
Registrasi  PKL  tersebut antara lain: 1)
Memberdayakan PKI. melalui Koperasi sehingga
PKL yang dibina memiliki kepastian berusaha; 2)
Meningkatnya peran Koperasi dalam pengembangan
serta pengelolaan sarana usaha PKL; 3) Memberikan
contoh/model bagi Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana usaha
PKL melalui Koperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat
perkembangan usaha (kemajuan usaba dapat
diukur). Namun untuk PKL Kota Payakumbuh
program pemberian perkuatan modal PKL hanya
dilaksanakan tahun 2008, 2010, 2011, dan 2013.
Sejalan dengan itu, pihak Pemko Payakumbuh juga
mulai memikirkan bagaimana supaya para PKL
dapat hidup secara lebih bermartabat dan dapat lebih
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. .

Berdasarkan pemikiran di atas maka
dipandang perlu untuk dilakukan suatu penelitian
yang akan mencoba menggali berbagai informasi
tentang dampak pemberian bantuan perkuatan modal
terhadap tingkat motivasi dan kepuasan PKL di Kota
Payakumbuh serta mengetahui seberapa besar
tingkat persentase pergerakan modal PKL yang telah
mendapatkan bantuan perkuatan modal tersebut.
Target penelitian ini adalah diperolebnya gambaran
awal tentang sejauhmana manfaat dan efektifitas
dari program perkuatan modal PKL yang diterapkan
pemerintah sehingga hal ini dapat menjadi bahan
evaluasi bagi instansi terkait dan sekaligus hasil
penelitian ini dapat menjadi basis bagi penelitian
lanjutan yang lebih mendalam dan mengarah pada
model pembinaan sumberdaya PKL sebagai tulang
punggung perekonomian bangsa. Dengan demikian,
melalui penelitian ini akan diungkapkan: 1)
bagaimana implementasi program bantuan perkuatan
modal bagi PKL di Kota Payakumbuh?, 2)
bagaimana tingkat keberhasilan program bantuan
perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh?,
dan 3) bagaimana dampak program bantuan
perkuatan modal terhadap tingkat motivasi dan
tingkat kepuasan PKL di Kota Payakumbuh?

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Permasalahannya

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang
melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat
umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan
sesuatu, dalam melaksanakan kegiatan usaha
dagang. Tempat usaha PKL adalah tempat umum,
yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar, dan lapangan
serta tempat lain di atas tanah yang bukan miliknya
atau di atas tanah milik negara yang ditetapkan oleh
pemerintah  kota. Sementara pendapat lain
menjelaskan, PKL adalah pedagang yang melakukan
usaba perdagangan informal dengan menggunakan
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lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum
yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai
tempat  kegiatan  usahanya  baik dengan
menggunakan peralatan bergerak atau peralatan
bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan
(Mulyanto, 2007).

PKL adalah salah satu profesi atau pekerjaan
informal yang terdapat hampir di setiap kota dan di
setiap negara manapun. Menurut Bromley (dalam
Mulyanto, 2007), PKL merupakan kelompok tenaga
kerja yang cukup banyak jumlahnya di sektor
informal. PKL pada umumnya self-employed,
artinya mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja.
Modal yang dimiliki relatif kecil dan terbagi atas
modal tetap dan modal kerja. Dana tersebut jarang
sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi.
Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari
lembaga atau perorangan yang tidak resmi, atau
bersumber dari supplier yang memasok barang
dagangan kepada PKL. Sedangkan sumber dana dari
tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya
sedikit dari mereka yang dapat menyisibkan hasil
usahanya.

Disamping itu menurut Mulyanto (2007)
PKL termasuk usaha kecil yang berorientasi pada
laba (profif) layaknya sebuah kewirausahaan
(entrepreneurship). PKL mempunyai cara tersendiri
dalam mengelola usahanya agar mendapatkan
keuntungan. PKL menjadi manajer tunggal yang
menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha,
menggerakkan usaha sckaligus mengontrol atau
mengendalikan usabanya. Padahal fungsi-fungsi
manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka
dapati dari pendidikan formal. Manajemen usahanya
berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir mereka
yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan
ilmu manajemen pengelolaan usaha. Hal inilah yang
disebut “learning by experience” (belajar dari
pengalaman).

Kemampuan manajerial memang sangat
diperlukan PK). guna meningkatkan kinerja usaha
mereka. Namun selain itu motivasi juga sangat
diperlukan guna memacu keinginan para PKL untuk
mengembangkan usahanya. Untuk mewujudkan
pembinaan PKL yang produktif serta kemampuan
memberikan kontribusi kepada daerah atau kota,
maka perlu dilakukan pembinaan terhadap PKL
dengan cara menciptakan kemitraan antara sektor
informal (PKL) dengan Pemerintah Kota.
Pembinaan ini antara lain bertujuan untuk
memotivasi para PKL agar dapat mengembangkan
usahanya.

Disamping itu, hasil penelitian tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan PKL
di Manahan Surakarta mengungkapkan bahwa ada
pengaruh antara modal usaha, jam kerja, Jama usaha
dan sikap usaha atau kewirausahaan terhadap
pendapatan PKL dan faktor modal usaha merupakan
faktor yang dominan mempengaruhi pendapatan.
Sementara hasil penelitian tentang pengaruh modal

usaha dan perilaku kewirausahaan terhacap laba
usaha PKL makanan dan minuman di pasar
Gemolong Kabupaten Sragen juga mengungkapkan
babwa modal usaha dan perilaka kewirausahaan
bgrpengaruh positif terhadap laba usaha pedagang
kecil makanan dan minuman di Pasar Gemolong
Sragen (Wardoyo, 2008). Sedangkan hasil penelitian
Diah Ayu Ardiyanti (2006) mengenai kehidupan
PKL dalam meraih keberhasilan mempertahankan
ckonomi keluarga (studi kasus pedagang kaki lima
di Sekitar GOR Manahan Surakarta tahun 2005-
2006) juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor
yang mempengaruhi keberhasilan usaha PKL di
sekitar GOR Manahan Kota Surakarta tabun 2006
antara lain terdiri dari faktor modal usaha,
persaingan yang memberikan motivasi untuk
mencapai keberhasilan, lokasi usaha yang strategis,

dan faktor regulasi atau peraturan pemerintah .

Pembinaan PKL di Indonesia

Berbagai penelitian tentang pembinaan PKL telah
sering dilakukan di berbagai tempat (kawasan) di
Indonesia, baik di kota maupun kabupaten. Berbagai
rekomendasi juga sudah banyak yang ditawarkan.
Namun tidak banyak dari rekomendasi itu yang jitu
dan dapat memecahkan persoalan PKL dengan
optimal. Pembinaan PKL yang seringkali didasari
atan dilkuti dengan pemberlakuan berbagai
peraturan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk UU
maupun Perda atau Peraturan Gubernur, Bupati, dan
Walikota, ternyata tidak banyak yang mampu
mengatasi dan memecabkan masalah PKL, malah
seringkali semakin membuat para PKL menjadi
semakin termarjinalkan (Dinas Koperasi dan PKM
Sumatera Barat (2009)

Maria Sri Rabhayu (2008) yang meneliti
tentang PKL di Lapangan Puputan Margarana
Denpasar menemukan bahwa ada beberapa alasan
mengapa para PKL. menolak dan keberatan dengan
adanya relokasi, antara lain karena: 1) tempat yang
disediakan untuk relokasi kurang strategis, 2) biaya
sewa lahan atau tempat terlalu mahal. Bertahannya
PKL di kawasan tersebut bukan semata-mata
dilakukan untuk menentang kebijakan pemerintah
(Perda) tetapi lebih disebabkan karena faktor piliban
rasional yang harus diambil sehingga mereka bisa
tetap bertahan hidup.

Selain itu M. Aminuddin Farick (2004) yang
mencliti tentang implementasi Perda Propinsi DKI
Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan ,
Tempat dan Usaha serta Pembinaan PKL dalam
Wilayah DKI menemukan bahwa secara komulatif
kinerja implementasi  kebijakan Perda tersebut
masih rendah. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh
faktor bantuan modal usaha bagi PKL tidak
terealisasi. Aminuddin  Farick antara lain
merekomendasikan harus adanya alokasi dana dan
penempatan aparat secara memadai dalam rangka
pembinaan PKL, serta perlu adanya pengaturan
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pelaksanaan dari setiap pasal dalam Perda No.5
Tahun 1978. Selain itu harus diberikan pemahaman
yang mendalam bagi para implementor di lapangan
bahwa PKL harus dipandang sebagai aset bangsa
dan modal pembangunan.

Selanjutnya Bambang Wahyu Sudarmadji
dan Sri Lestari Munajati (2005) berdasarkan
penelitiannya di Kawasan PKL di Kota Bogor
memberikan beberapa alternatif dalam penanganan
atau pembinaan PKIL. di Kota Bogor berdasarkan
pengelompokkan kawasan PKL. Beberapa indikasi
program penanganan dari setiap kelompok kawasan
PKL tersebut antara lain melalui program
pembinaan PKL yang terdiri dari: 1) Pembentukan
Koperasi yang anggotanya para PKL; 2)
Penambahan Modal usaha; 3) Pemberian insentif
retribusi; 4) Penyerasian lapak, dan e)Penyediaan
bantuan sarana usaha.

Sementara itu Ika Prasetyaningrum (2009)
dalam laporan penelitiannya tentang Identifikasi
Aktivitas PKL di Taman Seribu Lampu Kota Cepu
mengemukakan bahwa permasalahan utama PKL
di kota tersebut yaitu berkaitan dengan keberadaan
aktivitas PK1. di malam hari. Keberadaan PKL ini
menjadi potensi bagi Taman Seribu Lampu sebab
memberikan keramaian bagi kawasan ini pada
malam hari. Di sisi lain aktivitas PKL di taman
tersebut tidak tertuang dalam rencana tata ruang,
Taman Seribu Lampu dalam rencana tata ruang
direncanakan untuk memenuhi fasilitas olah raga
dan rekreasi kota dan tidak direncanakan sebagai
ruang aktivitas PKIL..

Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat (2006)
yang meneliti tentang PKL sebagai entrepreneur yang
terabaikan juga memberikan beberapa tawaran tentang
pemberdayaan dan pembinaan PKL, antara lain
pemberdayaan FKIL. melalui koperasi dan melalni
kemitraan pemerintah dan swasta. Menurut mereka
PKL pada umumnya adaleh self-employed, artinya
mayo: itas PKL terdiri dari satu tenaga kerja. Modal
yang dumiliki relatif kecil, dan terbagi atas modal tetap,
berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang
sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya
PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga
atau perorangan yang tidak resmi. Atau bersumber dari
supplier yang memasok barang dagangan kepada PKL.
Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan
sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari
mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya. Ini
mudah dipahami karena rendahnya tingkat keurtungan
PKL dan cara pengelolaan uangnyapun sangat
sederhana. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan
investasi modal maupun ckspansi usaha sangat kecil.
Olch karena itu peranan koperasi akan sangat
membantu para PKL.

1
1

Motivasi dan Kepuasan serta Pengukurannya
Motivasi dan Pengukurannya

Menurit Hasibuan (2003) motivasi berarti suatu
perangsang, keinginan, dan daya penggerak
kemauan bekerja seseorang. Dengan kata lain,
motivasi merupakan pemberian daya penggerak
yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar
mereka mau bekerja atau bekerjasama dengan
efektif dan terintegrasi dengan segala daya wpayanya
untuk mencapai kepuasan. Selain itu Robbins (2008)
berpendapat bahwa motivasi adalah kesediaan untuk
mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk
tujuan  organisasi, yang dikondisikan oleh
kemampuan upaya untuk memenuhi sesuatu
kebutuhan individual. Sementara itu, Munandar
(2001) mengemukakan pula bahwa motivasi
merupakan suatu  proses dimana kebutuhan-
kebutuhan akan mendorong seseorang untuk
melakukan serangkaian kegiatanyang mengarah ke
tercapainya tujuan tertentu. Bila kebutuhan telah
terpenuhi maka akan dicapai suatu kepuasan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa motivasi berkaitan dengan
kekuatan yang mendorong, mengarahkan, dan
menggerakkan  individu untuk bersikap dan
berperilaku guna mencapai tujuan, baik individu
maupun organisasi. Motivasi merupakan respon dari
aksi, yaitu tujuan. Motivasi muncul karena ada
rangsangan atau dorongan, yaitu tujuan, termasuk
kebutuhan yangmerupakan bagian dari tujuan.

Ada banyak model pengukuran tingkat
motivasi yang telah dikembangkan oleh para ahli.
Salah satu diantaranya yang paling populer adalah
mode] yang dikembangkan oleh McClelland (dalam
Mangkunegara, 2005) yang menjelaskan bahwa ada
(enam) karakteristik yang digunakan uniuk
menentukan orang yang mempunyai motivasi
berprestasi, yaitu: (1) memiliki tingkat tanggung
jawab pribadi yang tinggi, (2) berani mengambil dan
memikul resiko, (3) memiliki tujuan realistik, (4)
memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan
berjuang untuk merealisasikan tujuan, (5)
memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam
semua kegiatan yang dilakukan, dan (6) mencari
kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah
diprogramkan.

Sementara Edward Murray (Mangkumegara,
2005) menjelaskan bahwa karakteristik orang yang
mempunyai motivasi berprestasi tinggi adalah
sebagai berikut: (1) melakukan sesuatu dengan
sebaik-baiknya, (2) melakukan sesuatu dengan
tmjuan mencapai kesuksesan, (3) menyelesaikan

tugas-tugas yang memerlukan usaha dan
keterampilan, (4) berkeinginan menjadi orang
terkenal dan menguasai bidang tertentu, (5)

melakukan hal yang sukar dengan hasil yang
memuaskan, (6) mengerjakan sesuatu yang sangat
berarti, dan (7) melakukan sesuatu yang lebih baik
dari orang lain.
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Motivasi para PKL yang akan diukur dalam
penelitian ini dapat digolongkan kepada motivasi
berprestasi dalam artian bahwa motivasi PKL untuk
berdagang adalah bagian dari upaya untuk mencapai
prestasi atau keberhasilan dalam menjalani
kehidupan dan kebutuhan hidup melalui usaha
dagang. Dengan demikian karakteristik atau model
pengukuran motivasi berprestasi yang
dikembangkan oleh McClelland ataupun Edward
Murray dapat digunakan sebagai indikator untuk
mengukur tingkat motivasi para PKL. Dalam
penelitian ini indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat motivasi para PKI. adalah idikator
seperti yang dikemukakan oleh Edward Murray.

Kepuasan dan Pengukurannya

Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2007)
dijelaskan bahwa kepuasan adalah “the good feeling
that you have when you achieved something or when
something that you wanted to happen does happen,
the act of fulfilling a need or desire; an acceptable
way of dealing with a complaint, debt, an injury, etc”.
Sedangkan Day (dalam Tjiptono, 2001) menyatakan
bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah
respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian
(disconfirmation) yang dirasakan antara harapan
sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan
setelah pemakaiannya. Dengan kata lain, kepuasan
merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas
kinerja atau hasil dan harapan.

Menurut pendapat lain, kepuasan adalah
perasaan senang atau kecewa seseorang yang
muncul setelah membandingkan antara kinerja
produk dengan hasil yang diinginkan (Kotler,
2005). Jika kinerja memenuhi harapan, maka
seseorang atau orang lain akan puas. Jika kinerja
melebihi bharapan, maka seseorang atau orang lain
akan merasa amat puas. Sedangkan Jacobalis
(dalam Suryo Supraptono, 1998) menyatakan
bahwa kepuasan adalah rasa lega atau senang karena
harapan tentang sesuatu terpenubi. Berdasarkan dua
pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan
merupakan tingkat perasaan seseorang  setelah
membandingkan kinerja yang dilakukan atau hasil
yang dirasakan dengan harapan. Dengan kata lain
dapat diartikan bahwa kepuasan adalah suatu
keadaan dimana keinginan, harapan dan keperluan
seseorang terpenuhi. Suatu pelayanan atau program
dinilai memuaskan bila ia dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pelanggannya atau seseorang
yang dibantunya.

Sebagaimana halnya pengukuran motivasi,
model pengukuran tingkat kepuasan juga banyak
dikemukakan oleh para ahli, diantaranya pendapat
yang dikemukakan oleh Garbarino dan Johnson,
Anderson dan Narus, serta Garvin (dalam Tjiptono,
2001), yang mengemukakan bahwa untuk
pengukuran kepuasan pelanggan digunakan tiga
indikator yang meliputi: rasa senang, share positive

information, dan tidak komplain. Meskipun
pengukuran kepuasan yang dikemukakan oleh para
ahli tersebut lebih tepat untuk mengukur kepuasan
terhadap pelayanan, akan tetapi indikator ini bisa
pula digunakan untuk mengukur kepuasan seseorang
terhadap produk, hasil, program tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan
kuantitatif dan kualitatif dan menggunakan metode
field research (penelitian lapangan). Populasi dalam
penclitian ini adalah seluruh Pedagang Kaki Lima
(PKL) yang terdapat atau berada di daerah Kota
Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan
populasi penelitian dan sesuai pula dengan
permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka
penentuan sampel dalam kajian ini, terutama untuk
pengumpulan data kuantitatif, dilakukan dengan
teknik proporsional stratified random sampling
untuk menentukan para PKL yang berasal dari
berbagai latar helakang nmur jenis kelamin, status
perkawinan, lama berusaha, jenis usaha, dan
karakteristik demografi lainnya secara proporsional

Data kuantitatif diperoleh dari sampel
responden yang telah ditetapkan melalui angket
(questionnaire) dengan menetapkan lima alternatif
Jawaban tertutup dengan menggunakan skala Likert,
mulai dari nilai 1 sampai 5 untuk pernyataan negatif
dan nilai 5 sampai 1 untuk pernyataan positif.
Sementara data kualitatif dalam penelitian ini
diperoleh dari para informan, terutama para
pimpinan yang ada pada instansi yang bersangkutan
yang ditentukan secara purposive dan snowball.

Pengolahan dan analisis data kuantitatif
dalam penelitian ini dilakukan melalui proses
pengolahan dan analisis data kuantitatif sederhana
dengan menggunakan analisis statistik deskriptif
dalam bentuk frekuensi dan persentase. Hasil
analisis ini dilanjutkan dengan pemberian
interpretasi data statistik dan seterusnya dilakukan
penyimpulan hasil analisis. Analisis data kualitatif
dilakukan dengan menggunakan teknik interactive
model of analysis melalui tahap reduksi data, display
data, tafsiran data, dan pengambilan kesimpulan.

Untuk menentukan tingkat kategori jawaban
responden yang berhubungan dengan tingkat
motivasi dan tingkat kepuasan maka dalam
penelitian ini digunakan ukuran tingkat capaian rata-
rata (TCR) jawaban responden. Ketentuan TCR
jawaban responden dalam penelitian ini ditetapkan
sebagai berikut:

0% - 25% = sangat rendah
26% - 50% =rendah

51% - 75% = cukup tinggi
76% - 100% = tinggi
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Keberhasilan Program
Bantuan Perkuatan Modal bagi Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Kota Payakumbuh

Berdasarkan beberapa Surat Keputusan Gubernur
Provinsi- Sumatera Barat pada tahun 2008, 2010,
2011, dan 2013, serta kebijakan Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun yang
sama maka setiap Pedagang Kaki Lima (PKL)
diberikan bantuan modal sebesar Rp. 300.000
(2008), Rp. 500.000 (2010), Rp. 1.000.000 (2011)
dan Rp. 2.000.000 (2013) per orang. Program
bantuan modal bagi PKL ini dimaksudkan sebagai
cara atau alat untuk memotivasi para PK1. agar lebih
termotivasi dalam menjalankan profesinya sebagai

PKL. Namun dalam prakteknya, pinjaman yang-

diperoleh PKL cukup beragam, sebagaimana yang
terdata dari data lapangan. Artinya pihak koperasi
pelaksana (penyalur) bantuan pergerakan modal
PKL membuat kebijakan khusus pula dalam
penyaluran bantuan tersebut sesuai deagan aturan
peminjaman yang berlaku pada koperasi yang
bersangkutan. Berdasarkan informasi dari beberapa
informan pihak koperasi pelaksana dan responden
PK1, jumlah pinjaman yang diberikan antara lain
tergantung evaluasi pihak koperasi (seperti
kemampuan anggota dalam pengembalian angsuran)
dan juga “kedekatan” dan “pendekatan” anggota
dengan pengurus koperasi.

Sebagaimana  yang telah  dijelaskan
sebelumnya, tujuan program Registrasi dan Bantuan

Perkuatan Modal PKL yang dilaksanakan pada
beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera
Barat, termasuk di Kota Payakumbuhh, adalah: 1)
Memberdayakan PKL melalui Koperasi sehingga
PKL yang dibina memiliki kepastian berusaha; 2)
Meningkatnya peran Koperasi dalam pengembangan
serta pengelolaan sarana usaha PKL; 3) Memberikan
contoh/model bagi Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana usaha
PK1. melalui Koperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat
perkembangan usaha (kemajuan usaha dapat
divkur). Sedangkan sasaran yang ingin dicapai
dalam pelaksanaan program  ini adalah: 1)
Tertatanya PKI. melalui wadah Koperasi; 2)
Terwujudnya peningkatan peran Koperasi dalam
memberikan pelayanan kepada para anggotanya; 3)
Terfasilitasinya anggota Koperasi dalam Sarana
Usaha yang berkualitas; 4) Tergabungnya PKL
melalui usaha formal Koperasi; dan 5) Tersedianya
data base PKL telah diregistrasi se Sumatera Barat.
Dalam  implementasinya  keberhasilan  atau
ketercapaian tujuan dan sasaran program tersebut
antara lain dapat dilihat melalui beberapa indikasi
atau tolok ukur berikut ini.

1) Pergerakan Modal PKL

Salah satu bentuk tolok ukur yang digunakan dalam
melihat keberhasilan program bantuan perkuatan
modal PKL adalah dengan cara melihat pergerakan
(perkembangan) modal PKI. yang menerima bantuan
tersebut setelah mereka menerima bantuan. Untuk
melihat pergerakan (perkembangan) modal PKL

setelah menerima bantuan dapat dilihat pada Tabel
1 berikut ini.

Tabel 1. Deskripsi Pergerakan Modal Pedagang Kaki Lima yang Mendapat Bantuan Perkuatan Modal

di Kota Payakumbuh (dalam rupiah)

Jumlah Modal (Rp.) Modal Awal Modal Sebelum Modal Setelah
P Menjadi PKL Mendapat Bantuan Mendapat Bantuan
f % f % f %
Tidak Ada Jawaban 6 3.2 8 42 10 5.3
Kurang dari 500.000 2 1.1 2 1.1 - -
500.000 - 1.000.000 24 12.6 24 12.6 2 1.1
1.000.001 - 5.000.000 18 95 36 18.9 26 13.7
Lebih dari 5.000.000 140 73.7 120 63.2 152 80.0
Total 190 100.0 190 100.0 190 100.0
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS versi 16.0
Dari Tabel 1 di atas diperoleh gambaran bahwa bantuan  modal, ataupun setelah  mereka

ternyata modal yang dimiliki oleh PKL penerima
bantuan perkuatan modal PKI. di Kota Payakumbuh
cukup beragam, baik jumlah modal awal yang
mercka miliki pada saat pertama kali menjadi PXL,
jumlah modal pada saat sebelum mendapatkan

i

mendapatkan bantuan modal dari Dinas Koperindag
Provinsi Sumatera Barat. Pada kolom modal awal
terlihat bahwa kebanyakan dari para PKIL (sekitar
73,7%) mengaku memiliki modal lebih dari Rp. 5
juta. Sedikit sekali di antara mereka (13,7%) yang
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memiliki modal di bawah Rp. 1 juta. Hal ini antara
lain berarti bahwa sebagian besar PKL yang
mendapat  bantuan perkuatan modal di Kota
Payakumbuh termasuk PKL yang cukup mapan dari
segi modal.

Begitu juga kondisi modal PKL sebelum
mendapatkan bantuan, ada beberapa di antara PKL
yang mengalami penurunan modal dibandingkan
modal awal, terutama yang memiliki modal di atas
Rp. 5 juta. Ini antara lain berarti bahwa sebagian
PKL. memang memerlukan tambahan (perkuatan)
modal dalam berdagang. Selanjutnya setelah
mendapatkan bantuan modal dari Koperindag

terlihat bahwa pergerakan modal cukup positif,
terutama PKL. yang memiliki modal di atas Rp 5 juta
yang meningkat 16,8% dibandingkan sebelum
mereka mendapat bantuan perkuatan modal.

:2) Persentase Pertambahan Modal PKL

Selain itu pergerakan modal PKL penerima bantuan
modal koperasi ini juga dapat dilihat dari persentase
pertambahan modal mereka setelah menerima
bantuan dari Koperindag sebagaimana tergambar
dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Deskripsi Persentase Pertambahan Modal PKL yang Mendapat Bantuan Perkuatan Médal di
Kota Payakumbuh setelah Menerima Bantuan

f o, Valid Cumulative

Persentase Petambahan Modal Percent Percent
Tidak ada Jawaban 24 12.6 12.6 12.6
0-10% 66 34.7 347 474
11-20% 16 84 8.4 55.8
21-50% 82 43.2 432 98.9
Lebih dari 50 % 2 1.1 ‘1.1 100.0

Total 190 100.0 100.0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS versi 16.0

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dipahami bahwa
ternyata pergerakan persentase modal para pedagang
kaki lima di lokasi pepelitian ini cenderung tinggi
sctclah mendapatkan bantuan modal. Hal ini antara
lain tergambar dari cukup besarnya persentase PKL
yang mengalami kenaikan persentase modal di atas
20%, yaitu sekitar 44,3%. Secara umum dapat
dikatakan bahwa pergerakan modal PKL yang
mendapat bantuan perkvatan modal di Kota
Payakumbuh terkategori cukup baik, meskipun
masih tidak bisa dikatakan sangat baik.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di atas,
pergerakan modal PKL yang berkisar di atas 20%
cukup besar, atau setidak-tidaknya lebih besar dari
pada frekuensi pergerakan modal lainnya, yaitu
34,7% bagi mereka yang mengalami kenaikan atau
pertambahan modal 0 — 10 % dan sekitar 8,4% bagi
mereka yang mengalami kenaikan 11 - 20%.
Sementara itu pergerakan modal menurun tidak bisa
dideteksi karena ada 24 responden (12,6%) yang
tidak memberikan jawabannya sehingga tidak bisa
disimpulkan apakah yang bersangkutan mengalami
penurunan modal ataukah sebaliknya (meningkat).

Dampak Bantuan Perkuatan Modal bagi
Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Tingkat
Motivasi dan Tingkat Kepuasan PKL

Dalam penelitian ini juga diupayakan untuk melihat
dampak pemberian pinjaman (bantuan) modal PKL
terhadap tingkat motivasi PKL setelah mendapatkan

bantuan perkuatan modal dan tingkat kepuasan
mereka terhadap bantuvan perkuatan modal yang
diberikan. Tingkat motivasi PKL dalam hal ini
dilihat dari beberapa indikator seperti yang telah
dikemukakan sebelumnya, yaitu indikator seperti
yang  dikemukakan oleh Edward Murray
(Mangkunegara, 2005). Sedangkan tingkat kepuasan
PKI. dalam hal ini antara lain dilihat dari beberapa
indikator seperti yang dikemukakan oleh Garbarino
dan Johnson, Anderson dan Narus, serta Garvin
(dalam Tjiptono, 2001). Dalam penelitian ini
indikator tersebut telah dijabarkan ke dalam
beberapa indikator seperti: kepuasan PKL terhadap
layanan yang diberikan oleh pihak koperasi
pengelola, kesesuaian bantuan dengan harapan
mereka terhadap bantuan tersebut, kesesuaian proses
pemberian bantuan dengan harapan mereka, dan
lain-lain.

1) Dampak Bantuan Perkuatan Modal terhadap
Tingkat Motivasi PKL

Untuk melihat dampak bantuan perkuatan modal
terhadap tingkat motivasi para PKL dalam
menjalankan usaha mereka setelah menerima
bantuan tersebut, antara lain dapat dilihat dalam
berbagai segi dan indikator seperti telah diuraikan
sebelumnya. Dampak tersebut dalam penelitian inj
dilihat dari persentase jawaban dan tingkat capaian
rata-rata responden, seperti terindikasi dalam Tabel
3 berikut.
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Tabel 3. Deskripsi Rata-rata Skor Jawaban, TCR, Kategori Jawaban Responden Menurut Indikator
Tingkat Motivasi Setelah Mendapatkan Bantuan Perkuatan Modal di Kota Payakumbuh

No Indikator Skof;';i‘;;z; TCR Kategori

1 melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya 3.63 90.79 Tinggi

2 melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai 3.14 78.42 Tinggi
kesuksesan

3 menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan 2.04 51.05 Cukup tinggi
usaha dan keterampilan

4  berkeinginan menjadi orang terkenal dan 2.92 72.89 Cukup tinggi
menguasai bidang tertentu :

5 melakukan hal yang sukar dengan hasil yang 3.04 76.05 Tinggi
memuaskan :

6 mengerjakan sesuatu yang sangat berarti 3.12 77.89 Tinggi

7 melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang 3.05 76.32 Tinggi
lain

Keseluruhan Indikator Tingkat Metivasi 2.99 74.77 Cukup tinggi

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa rata-rata
tingkat motivasi para PKL setelah menerima bantuan
perknatan modal PKI. secara keseluruhan adalah
terkategori cukup tinggi. Namun dalam aspek-aspek
tertentu tingkat motivasi para PKL cenderung tinggi,
seperti dalam indikator 1, 2, 5, 6, dan 7.

2) Dampak Bantuan Perkuatan Modal terhadap
Tingkat Kepuasan PKL

Untuk melihat dampak bantuan perkuatan modal
terhadap tingkat kepuasan para PKL terhadap

program bantuan perkuatan modal PKL yang
diluncurkan oleh Dinas Koperindag Provinsi
Sumatera Barat antara lain dapat dilihat dalam
berbagai segi dan indikator seperti telah diuraikan
pula bagian sebelumnya. Dampak pemberian
bantuan perkuatan modal terhadap tingkat kepuasan
PKL tersebut dalam penelitian ini juga dilihat dari
persentase jawaban dan tingkat capaian rata-rata

(TCR) responden seperti terindikasi dalam Tabel 4
berikut.

Tabel 4. Deskripsi Rata-rata Skor Jawaban, TCR, Kategori Jawaban Responden Menurut Indikator
Tingkat Kepuasan Setelah Mendapatkan Bantuan Perkuatan Modal di Kota Payakumbuh

. Rata-rata .

No Indikator Skor jawaban TCR Kategori

1. Kesesuaian jumlah bantuan dengan harapan 2.95 73.68  Cukup tinggi

2. Kesesunaian proses pemberian bantuan dengan harapan 3.15 78.68  Tinggi

3. Kemudahan pemenuhan persyaratan peminjaman bantuan 3.06 76.58 Tinggi

4.  Kemudahan proses pendaftaran untuk mendapat bantuan 3.13 78.16  Tinggi

5. Kepuasan terhadap proscs pengembalian pinjaman 3.03 75.79  Tinggi

6. Kepuasan (respons) terhadap tingkat bunga pinjaman 2.01 50.26  Cukup tinggi

7. Kepuasan terhadap kesempatan (intensitas) peminjaman 3.05 76.32  Tinggi

8.  Kepuasan terhadap jangka waktu peminjaman 3.02 75.53  Tinggi

9.  Kepuasan terhadap beban biaya tambahan peminjaman 1.98 4947 Rendah

10. Kepuasan terhadap sikap adil pihak peminjam dalam 2.05 51.32  Cukup tinggi

pemberian bantuan

11. Sharing informasi hal-hal positif dalam pemberian bantuan 3.05 76.32  Tinggi

12. Keluhan (complain) terhadap program pemberian bantuan 3.09 7737 Tinggi
Keseluruhan Indikator Tingkat Kepuasan 2.80 69.96 Cukup tinggi

—
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Berdasarkan Tabel 4 di atas terlihat bahwa rata-rata
tingkat kepuasan PKL terhadap program bantuan
perkvatan modal PKIL secara keseluruhan juga
terkategori cukup tinggi. Namun dalam aspek-aspek
tertentu tingkat kepuasan para PKL cenderung tinggi,
seperti dalam indikator 2, 3, 4, 5, 7, 8,11, dan 12.
Namun sebaliknya, dalam aspek kepuasan terhadap
beban biaya tambahan dalam peminjaman terlihat
tingkat kepuasan PKL terkategori rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
PKL terhadap bantuan perkuatan modal PKL ini
dalam kedelapan aspek (indikator 2, 3, 4, 5, 7, 8,11,
dan 12) adalah tinggi. Hal ini senada dengan
informasi yang diperoleh dari beberapa pengurus
koperasi yang mengindikasikan bahwa pihak
koperasi pengelola tidak pernah mempersulit para
PKL dengan persyaratan yang memberatkan dalam
memperoleh pinjaman. Bahkan kadangkala pihak
koperasi terpaksa harus “jemput bola” dengan cara
mendatangi  (mencari) para PKL yang ingin
mendapatkan pinjaman (bantuan), sebab kadangkala
ada PKL yang “merasa takut” untuk meminjam
karena membayangkan kesulitan  memenuhi
persyaratan atau bunga yang tinggi, seperti yang
biasa mereka alami sebelumnya dari pihak lain
(tengkulak) melalui “julo-julo tembak”. Kadang-
kadang mereka “trauma” dengan peminjaman
kepada para tengkulak yang mereka alami
sebelumnya, sehingga hal ini perlu dijelaskan
kepada PKL. (Sumber: Wawancara dengan beberapa
pengurus Koperasi Pengelola). Namun sebaliknya,
dalam aspek beban biaya tambahan dalam
peminjaman kececderungan PKL memang rendah
tingkat kepuasannya. Artinya, ada kemungkinan
PKL masih dibebani dengan biaya tambahan yang
menurut mereka hal itu cukup memberatkan.
Namun, berdasarkan konfirmasi dari pihak pengurus
koperasi biaya tambahan hanya sebatas biaya
fotokopi surat-surat atau formulir kelengkapan
peminjaman dan biaya pembeli materai. Meskipun
ada juga beberapa PK’. yang mengaku bahwa biaya
tambahan juga termasuk “komisi” atan potongan
dari pihak pengelola (sekitar 15 sampai 20%).

Berdasarkan  Tabel 3 sebelumnya terlihat
bahwa rata-rata tingkat motivasi para PKL setelah
menerima bantuan perkuatan modal PKI. secara
keseluruhan adalah terkategori cukup tinggi. Namun
dalam aspek-aspek tertentu tingkat motivasi para
PKL cenderung tinggi, seperti dalam indikator 1, 2, 5,
6, dan 7. Tingginya tingkat motivasi PKIL. dalam
kelima aspek ini dapat dijelaskan dengan alasan-
alasan berikut.

Persaingan bisnis di era globalisasi saat ini
semakin terasa dan mengkhawatirkan, terutama di
kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), termasuklah usaba Pedagang Kaki Lima
(PKL). Pertarungan yang tak seimbang seringkali
terjadi antara kalangan UMKM ini dengan pemodal
besar (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat,
2009). Dalam pertarungan yang tidak seimbang ini

sudah barang tentu dituntut semangat juang yang
tinggi dari para petarung, dalam hal ini termasuk
PKL. Sebab kalau tidak demikian pemasaran produk
usaha rakyat yang sebagian besar diperankan oleh
PKL pasti akan menjadi semakin terpinggirkan dan
kesémpatan berusaha para pedagang kecil dan
menengah, terutama PKL, akan semakin terbatas.

Diah Ayu Ardiyanti (2006) yang meneliti
kasus pedagang kaki lima di sekitar GOR Manahan
Surakarta tahun 2005-2006 menemukan bahwa salah
satu faktor eksternal yang mempengaruhi PKL
dalam menjalankan usahanya adalah faktor
persaingan yang dapat memberikan motivasi bagi
PKL untuk mencapai keberhasilan. Ini artinya
bahwa persaingan sehat memang menjadi
karakteristik yang mesti ada dan muncul dalam
kehidupan PKL, dan persaingan dalam mencapai
sesuatu memang menuntut dan mempersyaratkan
adanya motivasi bagi para pesaing, termasuk PKL,
dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya, upaya
pencapaian keberhasilan pasti akan memerlukan
usaha keras dan keterampilan yang menunjang
pencapaian keberhasilan. Selain itu, karena usaha
PKL pada umumnya merupakan usaba mandiri,
dalam arti modal usaha adalah milik sendiri dan
usahanya juga dijalankan sendiri, maka adalah
sangat mungkin seorang PKL hanya bercita-cita dan
berfokus kepada pengembangan bidang yang
menjadi usahanya serta ingin sukses dan terkenal
dalam bidang usahanya itu.

Selain itu, karena sebagian besar pedagang
kaki lima yang menjadi sasaran penelitian ini dan
sckaligus adalah sasaran program perkuatan modal
PKL terdiri dari orang-orang Minang yang sangat
terkenal dengan pedagang ulet dan tangguh maka
tentu saja bisa diasumsikan bahwa pemberian
bantuan perkuatan modal PKI. ini sedikit banyaknya
akan memberikan motivasi bagi mereka untuk lebih
giat berusaha, walaupun dengan disertai oleh sikap
plus-minus mereka terhadap bantuan modal tersebut,
seperti kekurangpuasan dalam beberapa aspek

. pemberian modal itu.

Seperti telabh umum diketabui, sifat atau
karakteristik orang Minang dalam berdagang antara
lain adalah ulet, gigih, dan inovatif (Arbie, 1984);
atau seperti yang digambarkan oleh Hefner (1999),
etika ekonomi orang Minang lebih bersifat
kompetitif; memiliki orientasi pada kemajuan yang
lebih terarah pada keberhasilan ekonomi dan
mobilitas yang lebih tinggi; dan menempatkan
dirinya secara berbeda ke tahap yang lebih tinggi
dalam usaha dagang kecil dan kegiatan
kewirausahaan lainnya. Sifat-sifat dan karakter ini
sepertinya dapat disejalankan atau disinergikan
dengan program dan sekaligus konsistensi dan
keseriusan dari pemerintah dalam hal pemberian
bantuan perkuatan modal ini.

Disamping itu tentu saja dengan beberapa
pertimbangan yang memungkinkan agar pemberian
bantuan tersebut benar-benar dapat meningkatkan
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motivasi para PKL dalam menjalankan usahanya.
Dengan kata lain, sekurang-kurangnya dengan
adanya program bantuan perkuatan modal PKL yang
diterapkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi
Peridustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), atau
yang sekarang bernama Dinas Koperasi dan
UMKM, maka secercah harapan masih dimiliki oleh
para PKL untuk mengembangkan, setidak-tidaknya
mempertabankan,  usahanya  dalam  rangka
menyambung hidupnya dan kelvarganya. Itu artinya
bahwa motivasi untuk berusaha dan melanjutkan
usaha masih tetap ada dalam diri para PKL dan
barangkali saja meningkat dari yang biasanya.

Disamping itu, sejalan dengan tujuan untuk
meningkatkan motivasi PKL melalui program
pemberiaan bantuan perkuatan modal ini, seperti
yang tercantum dalam ketentuan atau aturan
pelaksanaan program ini (Dinas Koperasi dan PKM
Sumatera Barat, 2009), maka sudah sewajarnya
pemerintah melalui Dinas Koprindag dan pihak
koperasi juga memikirkan usaha-usaha lain yang
memungkinkan semakin berkembangnya dan
berhasilnya usaha para PKL di kota ini. Artinya,
program pembinaan PKL sebaiknya tidak hanya
dalam bentuk pelaksanaan program pemberian
bantuan perkuatan modal PKL saja, apalagi dengan
jumlabh bantuan yang terbatas dari segi besaran
bantuan dan jumlah PKL. yang menerima bantuan,
akan tetapi juga harus dipikirkan upaya lain yang
memungkinkan semakin meningkatnya motivasi
PKL, seperti pemberian pelatiban manajemen usaha
yang lebih terstruktur, perlindungan usaha yang
lebih efektif dan mengayomi, melaksanakan
supervisi atan pengawasan secara berkala dan
teratur, dan usaha-usaba lainnya yang dapat membat
PKL lebib berhasil (Rangkuman hasil wawancara
dengan beberapa informan).

Selanjutnya, merujuk kepada  Tabel 4
sebelumnya terlihat bahwa rata-rata tingkat kepuasan
PKL. terhadap program bantuan perkuatan modal PKL
secara keseluruhan juga terkategori cuwkup tinggi.
Namun dalam aspek-aspek tertentu tingkat kepuasan
para PKL cenderung tinggi, seperti dalam indikator 2,
3,4,5,7, 8,11, dan 12. Namun scbaliknya, dalam
aspek kepuasan terhadap beban biaya tambahan
dalam peminjaman terlihat tingkat kepuasan PKL
terkategori rendah. Tingginya tingkat kepuasan PKL
dalam aspek-aspek seperti yang disebutkan di atas
dapat dijelaskan dengan alasan-alasan berikut.

Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun
2004, ada beberapa dimensi yang perlu
diperimbangkan dalam menciptakan kepuasan
masyarakat dalam kaitannya dengan kinerja pegawai
pelayanan publik. Ada 14 indikator yang dapat
digunakan dalam pengukuran dan sekaligus
menciptakan  kepuasan masyarakat dalam
pelayanan olebh pegawai atau petugas pelayanan
kepada masyarakat, antara lain yaitu: kemudahan
prosedur pelayanan, yaita kemudaban tahapan
pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat

[

dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan,
termasuk dalam hal pemenuhan persyaratan teknis
dan  administratif yang dibutuhkan untuk
mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya dan kewajaran biaya pelayanan,
yaitu  keterjangkauan  masyarakat  terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
Prinsip pelayanan seperti yang dituangkan
dalam SK Menpan No. 25 tahun 2004 tersebut
kelihatannya dipenuhi oleh setiap petugas
pengelolan pemberian bantuan perkuatan modal
PKL yang disalurkan melalui pengurus koperasi
masing-masing PKL. Begitu juga tingkat bunga
yang ditetapkan dalam pemipjaman bantuan
perkuatan modal yang cukup rendah. Sebaliknya,
rendahnya tingkat kepuasan PKI. dalam aspek beban
biaya tambahan dalam peminjaman mungkin saja
disebabkan oleh adanya “oknum-oknum nakal” yang
bermain pada koperasi penyelenggara, padahal
dalam ketentuan yang seharusnya beban biaya
tambahan tidak perlu ada kecuali untuk keperluan
fotokopi formulir peminjaman, pembelian materai,
dan persyaratan administratif laipnya yang tidak
memerlukan biaya banyak. (Rangkuman hasil
wawancara dengan pihak pengurus Koperasi).

5. PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan seperti yang telah
dikemukakan sebelumnya antara lain dapat
disimpulkan bahwa:

1. Pada dasamya profesi Pedagang Kaki Lima
(PKL) merupakan salah satu bentuk usaha yang
memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan
mampu bersaing di tengah persaingan
perekonomian  global,  meskipun  harus
berhadapan dengan situasi krisis ekonomi dan
moneter. Bertahannya PKL, termasuk di Kota
Payakumbuh, bukan semata-mata dilakukan
untuk menentang kebijakan atau protes terhadap
pemerintah pamun lebih disebabkan karena
faktor pilihan rasional yang harus diambil
sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup.

2. Dalam kasus Kota Payakumbuh, pergerakan
(pertambahan) modal PKL dari sebelumnya,
setelah mendapatkan pinjaman lunak dari
Koperindag Provinsi Sumbar melalui koperasi
mereka pada masing-masing kota/kabupaten
sangat beragam; ada pergerakan modal yang
telah meningkat mencapai di atas 20%; ada pula
yang meningkat hanya sampai di bawah 20%.
Namun disamping itu ada pula yang meningkat
cukup tajam sampai lebih dari 50%, meskipun
persentasenya masih sangat kecil, yaitu banya
sekitar 1,1% .

3. Secara umum dapat dikatakan bahwa pergerakan
modal PKL yang teregistrasi pada tahun 2008 -
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2013 di Kota Payakumbuh masih terkategori
cukup baik. Hal ini antara lain tergambar dari
cukup besarnya persentase PK1. yang mengalami
kenaikan persentase modal di atas 20%, yaitu
sekitar 44,3%.

4. Tingkat motivasi PKL dalam menjalani usaha
sebagai PKL setelah menerima bantuan
perkuatan modal PKL dari Dinas Koperindag
Provinsi Sumatera Barat dan tingkat kepuasan
terhadap bantuan modal yang diberikan hanya
terindikasi cukup tinggi secara keseluruhan,
namun dalam aspek-aspek tertentu terindikasi
tinggi, babkan dalam aspek tertentu masih ada
yang terkategori rendah. Ini mengindikasikan
bahwa pemberian bantuan perkuatan modal
masih perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek
terkait dengan tingkat motivasi dan tingkat
kepuasan PKL yang masih rendah agar
pemberian bantuan perkuatan modal benar-benar
mencapai sasaran sccara efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat
direkomendasikan/disarankan bahwa:

1. Untuk meningkatkan semangat dan motivasi serta
kepuasan para PKL dalam mengembangkan
usahanya maka diperlukan peningkatan jumiah
pinjaman lunak sesuai dengan harapan dan jenis
usaha yang mereka jalani. Mengenai besarnya
jumlah pinjaman yang diberikan kepada PKL.,
agar mereka lebih cepat berkembang, maka secara
bertabap perlu diberikan pinjaman yang lebih
besar sesuai dengan jenis dan besar usaha yang
mercka jalankan. Disamping itu juga diperlukan
pembinaan secara berkelanjutan, baik mengenai
manajemen usaha, semangat usahawan, maupun
mengenai training dalam bentuk klinik usaha.

2. Karena PKL bukan merupakan sektor yang
membebani pemerintah maka PKL seharusnya
tidak dimarginalkan oleh peraturan-peraturan
yang berlaku di setiap daerah (kota). PKL adalah
salah satu bentuk kewirausahaan yang mandiri
sehingga diperlukan ruang untuk para PKL agar
bisa melangsungkan kehidupannya. Ruang yang
diberikan  hendaknya mampu menunjang
kegiatan yang dilakukan bukan malah sebaliknya
yang menjauhkan PKL dari aset hidupnya yaitu
para pembeli.

3. Untuk meningkatkan modal yang mencapai 20%
semakin banyak maka diperlukan:

a. Pengawasan dan supervisi secara periodik
dalam bentuk monitoring dan menampung
keluban dan kendala-kendala yang mereka
hadapi di lapangan;

b.Pembinaan secara  berkelanjutan, baik
mengenai manajemen usaha, semangat
usahawan, maupun pengelolaan keuangan

yang  belum  efisien  serta  swategi
pengembangan usaha;

4. Mengingat hasil analisis dalam peneclitian ini
dilakukan terhadap data yang sangat terbatas,

+ maka yang dapat dilakukan adalah memberikan
informasi mengenai deskriptif analitik, sehingga
belum dapat dijadikan sebagai  bahan
pengambilan keputusan yang bersifat final. Oleh
karena itu, studi yang lebih mendalam dan
komprehensif masih  perlu dilakukan untuk
mempertajam  hasil  analisis.  Selain  itu
Mengingat - keterbatasan  data, studi  ini
hendaknya dipandang sebagai sebuah langkah
awal dalam menyikapi keberadaan PKL yang
semakin hari terasa semakin memerlukan
perhatian dan penanganan yang arif dan
bijaksana. :
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